






A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami 
oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa 
diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. 
Semua agama resmi memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, 
harus dihormati, dan harus dijaga kelangsungannya. Oleh karena itu, beragam 
ketentuan dibuat untuk mengatur supaya perkawinan yang telah dilangsungkan 
dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Fikih memberi definisi 
perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual melalui 
ungkapan nikah, atau kawin. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 2, dinyatakan bahwasanya Perkawinan menurut hukum 
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan Ghalîzhan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1 
Tujuan perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
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yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara 
yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan 
Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. 
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula 
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan 
kewajiban orang tua.2 
Namun seiring berkembangnya zaman dan berubahnya gaya hidup, 
dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri tentu saja tidak selalu berada 
dalam situasi dan kondisi yang damai, tetapi kadang-kadang juga timbul 
masalah berujung salah paham yang terus berlarut, atau antara suami istri tidak 
menunaikan masing-masing kewajibannya, dan tidak lagi saling percaya antara 
satu sama lain, bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan.  
Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka 
pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan 
oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami 
istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena 
itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama 
Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi 
suami istri yang sudah gagal membina rumah tangganya.3  
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Menurut Mohd. Idris Ramulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian 
bersifat umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan 
bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya, seakan-akan kata talak telah dianggap 
keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.4  
Menurut Wahbah Az-Zuhaili perkawinan itu berkahir karena dua hal 
yaitu, pertama, atas kehendak suami; dan kedua, akibat putusan qadhi. Al-
Furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraaq (berpisah), jamaknya 
adalah furaq. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasanya ikatan 
perkawinan, dan terputusnya hubungan diantara suami istri akibat salah satu 
dari beberapa sebab. Ada dua jenis perpisahan yaitu, 1) perpisahan pembatalan; 
dan 2) perpisahan talak. Pembatalan bisa terjadi atas keridhoan suami-istri 
yaitu dengan cara khulu’, atau dengan melalui qadhi.5  
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; 
g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Kewenangan tersebut diatur 
dalam pasal 49 Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.6 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 
40 menjelaskan bahwa: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan; (2) 
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Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri.7 Ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 bahwa,  Perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilahirkan 
sebagai upaya untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada 
titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa 
perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan 
kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada 
anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Untuk itu, 
undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan 
pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap 
tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui 
kebenarannya.8 Hal tersebut terkandung dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 
pada ayat: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.  
Namun pada faktanya angka perceraian dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan seolah-olah tidak mampu menekan angka perceraian ke titik yang 
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lebih rendah. Justru sebaliknya orang malah semakin banyak dan mudah 
melakukan perceraian.  
Angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2015-2017 
terus mengalami peningkatan, tahun 2015 berjumlah 4.945, tahun 2016 
berjumlah 5.205, dan tahun 2017 berjumlah 5.415. Sementara angka 
perkawinan di kota Bandung dari tahun 2015-2017 bersifat fluktuatif (tidak 
tetap), tahun 2015 berjumlah 17.182, tahun 2016 berjumlah 16.831, dan tahun 
2017 berjumlah 17.464. Setelah dihitung, maka diperoleh hasil persentase 
perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2015-2017 yaitu, tahun 
2015 = 28,78%, tahun 2016 = 30,92%, dan tahun 2017 = 31,00%. 9 
Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat 
sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah 
tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah 
Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Sedangkan wilayah Bandung 
Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga 
di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbangkertosusila. Menurut update data 
terakhir dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2017 penduduk kota 
bandung berjumlah 2.490.622 jiwa, dan dihuni oleh orang dari berbagai macam 
daerah di Indonesia.10 Oleh karenanya, peneliti merasa sangat relevan jika 
melakukan penelitian di wilayah tersebut yang penduduknya sangat beragam. 
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Perceraian itu seharusnya sebagai pintu darurat, artinya diperbolehkan 
tetapi bukan sebagai tujuan. Namun trendnya, perceraian di Pengadilan Agama 
Bandung selalu naik dengan berbagai alasan. Inilah yang menarik penulis 
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul TINGGINYA 
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG 
(Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas diajukan beberapa pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Apa faktor penyebab meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Bandung Tahun 2015-2017? 
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Bandung? 
3. Apa saja yang menjadi alasan dari perkara perceraian yang diajukan ke 
Pengadilan Agama Bandung? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penulisan Skripsi 
Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk: 
a. Mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkara perceraian di 




b. Mengetahui proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Bandung;  
c. Mengetahui alasan-alasan dari perkara perceraian yang diajukan ke 
Pengadilan Agama Bandung. 
 
2. Kegunaan Penulisan Skripsi 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan baik secara 
teoritis mapun secara praktis. 
1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 
konsep-konsep ilmu keperdataan, khususnya mengenai 
permasalahan perceraian; 
2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan 
referensi serta bahan koreksi dalam pembelajaran dan 
pengembangan ilmu kepedataan, khususnya mengenai perceraian. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang objeknya penyebab perceraian belum ada di 
jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada beberapa 
penelitian yang sebelumnya membahas mengenai perceraian, diantaranya: 
1. Penelitian oleh Dewi Purnama dengan judul “Perceraian di 
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2007 (Analisis Terhadap 




Serta Keanekaragaman Alasan-alasan Perceraian)”, UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, 2008. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh 
perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama yang mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya ketentuan 
pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur 
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 
Agama. Perkara-perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama 
Bandung memiliki alasan yang beraneka ragam, baik yang diatur 
dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maupun alasan-alasan diluar 
ketentuan tersebut. 
Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kondisi perkara cerai talak 
dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2007, 
mengetahui faktor yang menyebabkan cerai gugat lebih banyak dari 
pada cerai talak di Pengadilan Agama Bandung; dan alasan-alasan 
yang ada dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan 
Agama Bandung pada tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan 
ialah deskriptif yaitu dengan menggambarkan bagaimana kondisi cerai 
talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung selama tahun 
2007. 
2. Penelitian Roudhotul Jannah dengan judul “Tingginya Jumlah Kasus 
Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015” Program 




Gunung Djati Bandung, 2016. Skripsi ini dilatar belakangi oleh 
perkara cerai gugat yang lebih banyak daripada perkara cerai talak di 
tahun 2015. Ketentuan pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat 
(1) UU No.1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  
Tujuan penilitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis dan 
sosiologis terhadap alasan-alasan penyebab perceraian dalam kasus 
gugat cerai di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015. Metode 
penelitiannya deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Bersifat 
eksploratif yaitu peneliti ingin menggali secara luas tentang alasan dan 
faktor yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan tertentu. 
3. Penelitian oleh Abdul Muhyi dengan judul “Perceraian di Pengadilan 
Agama Bekasi” Program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002.  Dilatarbelakangi  
oleh jumlah kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama 
Bekasi sangat minim. Ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa suami yang 
beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan 
permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna 




Tujuan penelitiannya untuk mengetahui proses dan prosedur 
perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, dan untuk mengetahui jumlah 
perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Metode penelitian yang 
digunakan deskriptif. 
4. Penelitian oleh Evi Luthfiyanti dengan judul “Perkara Cerai Gugat di 
Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah”, UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, 2008, Dilatarbelakangi perceraian harus 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan 
pasal 39 ayat (1). 
Tujuan penelitiannya untuk mengetahui jenis dan jumlah perkara di 
Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tahun 2006-2007 
mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat, dan mengetahui faktor 
yang menyebabkan perkara cerai gugat lebih banyak daripada cerai 
talak dan alasan-alasan apa saja yang paling banyak diterima  pada 
perkara-perkara perceraian tersebut.   
5. Penelitian oleh Reza Setiawan dengan judul “Tingginya Volume Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2011. Dilatarbelakangi oleh fenomena cerai gugat yang lebih 
tinggi dibanding cerai talak. 
Tujuan  penelitiannya untuk mengetahui faktor penyebab cerai 
gugat di Pengadilan Agama jakarta Timur tahun 2008-2010, dan 
mengetahui bagaimana hakim pengadilan Agama Jakarta Timur dalam 






E. Kerangka Berpikir 
Penelitian ini menggunakan kajian asas hukum. Menurut Mahadi, 
kata asas atau prinsip identik dengan principle dalam bahasa Inggris yang 
erat kaitannya dengan istilah pricipium (kata latin). Principium berarti 
permulaan, awal, mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, dan sebab. 
Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai 
dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat menyandarkan, untuk 
mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.11 
Menurut Soetiksno, asas hukum atau prinsip hukum merupakan 
unsur yang penting dan merupakan pokok dari peraturan hukum, bahkan 
asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.12 Satjipto 
Rahardjo juga menegaskan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” 
peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas 
bagi lahirnya atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak 
akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, 
melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum 
selanjutnya.13  
Menurut Ronald Dworkin yang dikutip oleh Syaifuddin dkk, dalam 
hal aturan-aturan hukum yang ada tidak dapat menetapkan apa hukumnya 
atau menyelesaikan persoalan hukumnya, maka dibutuhkan bantuan asas-
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asas hukum untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang 
ada tersebut. Setiap kasus (hukum) harus diselesaikan dan ini berarti pula 
dibutuhkan penafsiran sebagai pelengkap.14 
Pendekatan asas hukum tersebut dapat dihubungkan dalam proses 
pemeriksaan perkara perceraian. Sebab, hakim harus menempuh tahap 
untuk mendamaikan suami dan istri di depan sidang pengadilan sebelum 
akhirnya memutus perkara, hal tersebut terkandung dalam pasal 39 ayat 
(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, hakim 
memiliki wewenang untuk memutus perkara perceraian, dan juga sebagai 
penegak keadilan ia diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang 
diajukan kepadanya.  
Para pihak dalam melakukan perceraian harus memiliki cukup 
alasan. Kemudian, hakim harus memeriksa kebenaran dari alasan-alasan 
perceraian tersebut di depan sidang pengadilan, sehingga tidak cukup 
hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh 
melakukan kesalahan. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) telah 
dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-
alasan hukum perceraian, yaitu: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
                                                             




2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istri; 
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Pengadilan Agama dan pengadilan negeri adalah otoritas lembaga 
peradilan yang diberikan wewenang oleh UU No.1 Tahun 1974 dan PP 
No.9 Tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia, otoritas lembaga peradilan, 
menyangkut kekuasaannya memutuskan suatu kasus, adalah didasarkan 
pada asas independensi dan imparsialitas peradilan, sehingga sebagai 
konsekuensinya, atas dasar kedua asas tersebut, maka putusan pengadilan 
juga bersifat otoritatif. Asas independensi dan asas imparsialitas peradilan 
ini berfungsi membangun pola hubungan tertentu antara lembaga peradilan 
dengan lembaga-lembaga negara lainnya maupun antara lembaga 




kerangka yang terukur bagi lembaga peradilan dalam menjalankan 
fungsinya.15 
Independensi dan imparsialitas Pengadilan Agama dan pengadilan 
negeri sebagai otoritas lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara perceraian, mengarahkan isu hukum yang 
menjadi tuntutannya adalah “persamaan hak dan kedudukan suami dan 
istri sebagai para pihak yang berperkara di depan hukum perceraian dan 
lembaga peradilan agama atau peradilan negeri”. Konsekuensi dari asas 
hukum yang dikembangkan ini, adalah hakim di Pengadilan Agama atau 
Pengadilan Negeri harus mendengar suami dan istri sebagai pihak-pihak 
dalam perkara perceraian (asas audi et alteram partem). Hakim harus 
fokus hanya pada isu hukum dari kasus perceraian dan penyelesaian 
konkret individualnya, dengan jalan memberikan preskripsi berdasarkan 
hukum perceraian yang berlaku. 16 
Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk 
kepastian hukum yang adil, yang mencakup: pertama, aspek tujuan 
hukum, yang dalam pandangan aliran ilmu hukum positif bahwa pada 
asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian 
hukum; kedua, aspek perlindungan dalam penegakkan hukum, dalam hal 
ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga 
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penegakkan hukum inilah yang dapat mewujudkan hukum menjadi 
kenyataan.17 
UU No.1 Tahun 1974 merupakan bentuk kepastian hukum yang 
diberikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 
melindungi suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian 
secara seimbang. Jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian 
diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 sehubungan dengan pasal 31 ayat (1) 
yang menegaskan bahwa “Hak dan kedudukan suami seimbang dengan 
hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
masyarakat” dan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa “masing-
masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum” serta Pasal 3 
ayat (3) yang mendudukkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri 
adalah ibu rumah tangga”. 
Untuk itu, perlindungan hukum pula erat kaitannya dengan 
perceraian, sehingga UU No 1 Tahun 1974 memberikan hak kepada suami 
dan istri untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka melindungi diri 
dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang dan menurunkan marwah 
(harga dan martabat kemanusiannya).18 Maka dari itu, aspek-aspek di atas 
harus diperhatikan karena membangun pola hubungan yang sangat erat 
kaitannya antar satu sama lain. 
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F. Langkah-Langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dan 
harus dipegang untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang 
dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan 
yang berlaku. 
Metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang 
kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan 
kata lain suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian 
yang dipengaruhi oleh berdasarkan persfektif teoritis yang digunakan 
untuk melakukan penelitian.19 Penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu, gambaran 
terhadap objek yang diteliti. 
 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, 
mencakup: 
                                                             





a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan 
terdi dari: 
1) Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung; 
2) Jumlah perkawinan di kota Bandung dari Kementerian 
Agama Kota Bandung; 
3) Hasil wawancara dengan ibu Athiroh Muchtar selaku 
hakim di Pengadilan Agama Bandung; 
4) Hasil wawancara dengan bapak Harun Nur Rasyid selaku 
panitera di Pengadilan Agama Bandung; 
5) Hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berperkara 
di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian. 
Diantaranya: 
a) ELW (Penggugat) 
b) NH (Penggugat) 
c) DF (Pemohon) 
d) AS (Penggugat) 
e) Elis (Penggugat) 
f) RDY ( Penggugat) 
g) Heni (Penggugat) 
h) Fitri (Termohon) 




b) Bahan hukum sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, 




3. Teknik Pengumpulan Data  
a. Studi Dokumen 
Menurut Hamidi, metode dukumen adalah informasi yang 
berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi 
maupun dari perorangan.20 Dokumen dalam penelitian ini berupa 
laporan jumlah perkawinan di Kementrian Agama Kota Bandung, 
laporan perkara perceraian dan putusan hakim di Pengadilan 
Agama Bandung sepanjang tahun 2015-2017. 
b. Studi Pustaka 
Penelusuran terhadap sumber-sumber utama tentang cerai. 
Pengumpulan data diperoleh dari membaca, berdiskusi, dan 
mempelajari aturan-aturan tentang perceraian dan atau bahan 
hukum lain yang terkait dengan objek kajian skripsi ini. 
c. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
                                                             
       20 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 




mengajukan pertanyaan dan terwawancara  yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu.21 Tekhnik wawancara yang digunakan 
penulis dengan menyusun beberapa pertanyaan yang akan 
disampaikan kepada informan guna tersusun dan mendapatkan 
jawaban yang memuaskan, tekhnik tersebut dilakukan untuk 
menghindari pembicaraan yang terlalu melebar sehingga tercapai 
jawaban yang menjadi titik penelitian. Narasumber atau orang 
yang akan diwawancarai ialah:  
a) Hakim Pengadilan Agama Bandung; b) Panitera 
Pengadilan Agama Bandung; dan c) Beberapa pihak yang 
berperkara di Pengadilan Agama Bandung dalam bidang 
perceraian.  
 
4. Analisis Data 
Menurut pendapat Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. 
Moleong analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 
oranglain.22 Penelitian ini tahapannya sebagai berikut: 
a. Pengumpulan Data 
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 Data yang telah terkumpul, diurutkan dan dimuat untuk 
kepentingan menjawab masalah penelitian terkait Tingginya Angka 
Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi terhadap 
Perceraian tahun 2015-2017). Data yang diperoleh baik berupa 
persentase data ataupun berupa kata-kata dari objek penelitian. 
 
b. Klasifikasi Data 
 Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah dan 
digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, 
mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi dari para 
informan yang didapat dari hasil wawancara. 
c. Analisis Data 
 Tahap analisis data merupakan proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat dikemukakan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif. 
d. Kesimpulan 
 Setelah data terkumpul, diklasifikasikan, dan dianalisis 
barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara bahan 
primer dan bahan sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban 
penelitian. 
 
